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PREDIKSIBEBERAPAKEMAMPUANPOLRI
YANG PERLU DIBENTUK DAN DIBINA
DALAM PENEGAKKAN HAK ASASI
MANUSIA

Oleh : Dr. Teguh Soedarsono

1. Pendahuluan,

Issue global demokratisasi dalam era
reformasi ditanah air Indonesia banyak
menunjukkan ke arah timbulnya sikap
dan nuansa anarkhis, di mana makna
demokratisasiyangdiartikan sebagai upaya
penyampaian pendapat telah disalah
artikan sebagai ajang pemaksaan
pendapat, sehingga media demokratisasi
direalitakan dengan berbagai tindakan
pengerahan massa, perlawanan terhadap
rambu-rambu hukum yang dirasakan
tidak memberikan jalan terhadap kepen-
tingannya, dan bahkan tidak jarang dila-
kukan dengan melakukan berbagai
tindakan kekerasan yangtidak manusiawi
vangdisertai dengan pengrusakan bahkan
pembakaran terhadapaparatdangedung
markas kepolisian.

Di sisi lain issue global penegakkan
Hak Asasi Manusia diartikan juga sebagai
suatu hak yang kurang disertai dengan
kewajiban untuk melakukan penghor-
matan dan perlindungan kepada pihak
lainnya, dan bahkan menurut Sdr. Munir
—Ketua Yayasan KONTRAS dalamacara
penerimaan “The Right Livehood Award”

di depan parlemen negara Swedia di
Stockholm pada tanggal 8 Desember
2000 menyatakan bahwa Pemerintah
Republik seolah-oleh tidak berminat
bertanggungjawabterhadap pelanggaran
Hak AsasiManusia (HAM) yangdilakukan
olehaparatkeamanan dalam pelaksana-
an tugasnya, khususnya dalam pelak-
sanaan peran dan tugas kepolisian.

Terhadap kondisi ini mungkin Polri
perlu berkaca diri dan berusaha untuk
membenahi dan menyiapkan kemam-
puan agar tidak lebih dikecam sebagai
unsur Lembaga Pemerintahan yang ti-
dak memberikan kondisi bagi terwujud-
nya iklim demokratisasi maupun tegak-
nya Hak-Hak AsasiManusia di tanah air
tercinta Indonesia.

Untuk hal tersebut bersama ini
dituliskan suatu kajian tentang prediksi
dan antisipasi kemampuan Polxi yang
harus dibangun dan dipelihara dalam
mewujudkan arti penegakkan Hak Asasi
Manusia di lingkungan peran dan tugas
Polri.

2. Analisisterhadap berbagaifaktayang
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berkembang saat ini sehubungan
dengan penerapan dan penegakkan
Hak Asasi Manusia di lingkungan
peran dan tugas Polri,

a. Ronalingkungan yangdihadapisaat
ini

1) -~ Praktek penegakkan Hak-hak
Asasi Manusia (HAM) selama
ini (di luar maupun di dalam
negeri) masih banyak kelemahan
dan banyak ditafsirkan dalam
proses penerapan maupun
penegakkannya oleh berbagai
pihak secara masing-masing, hal
ini dikarenakan adanya kesen-
jangan dalam kesiapan dan
keterbatasan atas ketersediaan
perangkat standard FHAM (Hu-
man Right Standart Setling) yang
diberlakukan dalam proses
penegakkan dan penerapan
HAM, sehingga dalam kondisi
tersebut sangat memerlukan
berbagai substansi untuk mem-
bentuk pengakuan dari berbagai
pihaktentangbagaimana meng-
hormati dan cara menegakkan
nilai-nilai kemanusiaan oleh dan
kepada berbagai pihak yang
bersangkutan, khususnya untuk
upaya memberikan efek moral
dalam kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara
(termasuk dalam halini berbagai
aspek yang menyangkut peng-
hormatan dan penegakkan nilai-
nilai kemanusiaan kepada per-

sonil petugas/aparat pelaksana
tugas Kepolisian).

Menurut Charles Reith dalam
bukunya yang berjudul “The
Blind Eve of History ” dinyatakan
bahwa dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa, dan ber-
negara diperlukan dua perang-
kat untuk mewujudkan kondisi
ketertiban dan keamanan, vaitu
perangkat peraturan dan insti-
tusi pengawas/pengendali yang
dapat berfungsi sebagai penja-
min tegaknya hukum dan tata
tertib. Mengacu dari teori terse-
butdikaitkan dengan proses pe-
nerapan dan penegakkan HAM
di Indonesia, antara lain me-
ngenaiapadan bagaimana pro-
ses penerapan dan penegakkan
HAMagar dapatdilakukan seca-
ra wajar serta mampu dipatuhi
oleh seluruh pihak yang ber-
sangkutan walaupun saatiniba-
ru siap dan tersedia beberapa
konvenan HAM (dari 36 kon-
vensiInternasional tentang HAM
baru 5 konvenan HAM vang
diratifikasi oleh Pemerintah R/
sumber dari Deplu-RI). Diha-
rapkan penaatan dan peng hor-
matan dari setiap pihak terha-
dap makna HAM dapat mem-
berikan warna dan atau nuansa
baru dalam kehidupan berma-
syarakat, berbangsa, dan ber-
negara Indonesia. Di sisi lain
proses penerapan dan pene-
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3)

gakkan HAM walaupun dalam
realitanya masih banyak yang
tidak sesuai dengan falsafah,
nilai-nilai sosial, budaya, mau-
pun moral masyarakat bangsa
Indonesia, namun dengan pe-
nerapan dan penegakkan HAM
vang pada hakikatnya berisikan
muatan gerakan moral untuk
menjunjung nilai-nilai hukum,
martabat, dan harkat kemanu-
siaan pihaklainnya diharapkan
dapat mewujudkan sinergis
dalam tata kehidupanyanglebih
demokratis, oleh karenaitu ber-
bagai problema penerapan
maupun penegakkan HAM yang
menyangkut berbagai aspek
tentanghak dan kewajiban untuk
dapat menghormati asasi ma-
nusia dari setiap pihak yang
bersangkutan harus dapat dian-
tisipasi Polri dengan berbagai
kemampuan.

Permasalahan dalam penerapan
dan penegakkan HAM pada
kehidupan masyarakat Indone-
sia untuksaatinidan selanjutnya
cenderung akan menjadi pro-
blema yang sangat penting,
terlebih lagi pada tatanan ke-
hidupan masyarakat dalam
kehidupan global, yang nuansa
dan momentum hendaknya
dapat diantisipasi Polri dalam
peran, fungsi, tugas, dan missi-
nya, khususnya dalam upaya
untuk membentuk dan me-

ningkatkan kinerja serta citranya
sebagaiaparat penegak hukum,
pelindung dan pengayom,
maupun pelayan masyarakat
dalam menciptakan kondisi ke-
tertiban dan keamanan dalam
negeri.

b. Berbagai problema HAM dalam
pelaksanaan tugas Polri:
1) Pada prinsipnya “Hak Asasi

Manusia” merupakan martabat
hakiki yang dimiliki oleh setiap
pribadimanusia, oleh karenaitu
setiap pihak mempunvyai kewa-
jiban asasi untuk juga meng-
hormati dan melindungi serta
menjunjung tinggi hak dan
martabat manusia dari semua
orang (pihaklain).

Dalam melaksanakan hak dan

kewajiban asasi manusia di

lingkungan, peran dantugasPolri

ada dua hal yang perlu
diperhatikan, vaitu :

a) Pelaksanaan dan pene-
gakkan HAMyangbersang-
kutan denganaspek proses
penggunaan kewenangan
Kepolisian yang sering me-
nimbulkan tuntutan dan
gugatan HAM dalam pelak-
sanaan peran dan tugas
Polri, (antara lain dalam
penggunaan kewenangan
upaya paksa seperti pena-
hanan dan penangkapan,
penggunaan kekuatan Ke-
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versional.

d. Berbagai kemampuan yang perlu
diadakan, dibina, dandiberdayakan
Polri dalam menyikapi dan menin-
daklanjuti penerapan dan penegak-
kan HAM, antara lainadalah sebagai
berikut :

Untuk menjaga agar Institusi dan
atau AparatPolridapatterhindar
darituntutan, gugatan, dan atau
hukuman sehubungan dengan
proses penerapan dan atau pe-
negakkan HAM, perlu kesiapan
berbagai kemampuan sebagai
berikut :

1)

a)

b)

c)

Kemampuan untuk menso-
sialisasikan berbagai ke-
tentuan penegakkan dan
penerapan HAM dalam
pelaksanaan peran dan tu-
gas oleh para unsur Pim-
pinan Institusi maupun Apa-
rat Polri kepada seluruh staf
dananggotanya.
Kemampuan untuk mem-
berikan petunjuk lapangan
maupun petunjuk teknis
serta menggladi berbagai
pelaksanaan peran dantugas
Polri agar lingkungan Polri
dapat terhindar dari “Tin-
dakan yang Salah Prose-
dur”,

Kemampuan untuk mem-
berikan pengawasan, pe-
ngendalian, dan tindakan
tegas kepada unsur Institusi

d)

e

maupun Aparat Polri yang
telah dibuktikan dan di-
nyatakan benar-benar me-
langgar HAM dalam pelak-
sanaan peran dan atau tu-
gasnya, sehingga walaupun
adapernyataan “Penerapan
dan Penegakkan HAM Tidak
Absolut” namun Polri
hendaknya tidak meleg-
itimasi dan atau membe-
rikan peluang sehingga
institusi maupun aparainya
dapatberbuat semena-me-
na bertingkahlaku atau se-
kehendaknya sendiri se-
hingga menimbulkan gu-
gatan dan atau tuntutan
sanksi HAM.

Kemampuan untuk meng-
kampanyekan dan mermnbe-
rikan penerangan pasukan
terhadap penerapan dan
penegakkan HAM di setiap
kesatuan lingkungan Polri.

Kemampuan untuk mem-
buat kebijakan, strategi,
maupun teknis kegiatan
maupun Operasi Kepolisian
yvang dikaitkan dengan
perlindungan, penerapan,
dan penegakkan HAM, agar
setiap tindakan maupun
aktivitas Polri selalu meng-
arah pada nuansadan prin-
sip “Security, Selected not
to be generalized, and High
precision”.
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f)

Kemampuan untuk mela-
kukan proses adaptasi,
penyesuaian, dan pengem-
bangan kultur secara segera
sehubungandengan prediksi
dan antisipasinya terhadap
setiapadanya pergeseran dan
atau perubahan paradigma,
sistem nilai, aturan, dan atau
tunfutan kebutuhan dalam
“Pengelolaan Pengamanan
Nasional”, sehingga Polrida-
pat mengurangi berbagai
kondisiyangmengarahpada
berbagaibentuk ketegangan
(resistency) dan atau kesa-
lahan tindakan (error activi-
ties) yangmenimbulkan tun-
tutan dan gugatan HAM.

Kemampuan untuk dapat
menghindari diri dari ber-
bagai suasana konflik yang
secara esensi justru akan
menjatuhkan wibawa dan
martabat Polri, sehingga
Polri hendaknya dapatselalu
memperhatikan secara
cermat bentuk, sifat, dan
medan, serta eskalasi konflik
yang benar-benar memer-
lukan kehadiran dan tin-
dakan kepolisian, sehingga
Polri tidak terjebak dalam
suatu keadaan yang justru
dapat merugikan kepen-
tingan Polri dan atau dapat
menimbulkan tindakan-
tindakan yang dapat me-

h)

j)

nimbulkan berbagai tuntut-
an dan atau gugatan HAM
dariberbagai pihak.
Kemampuan untuk mem-
buat berbagai patroonage
atau paradigma baru dalam
pelaksanaan peran, fungsi,
dan tugasPolri sehubungan
dengan perkembangan
makna, istilah “Pengaman-
an Nasional, Penegak Ke-
adilan, Aparat Negara, Pe-
negak Hukum, Pelayan Ma-
syarakat, Pembina Kam-
tibmas, Pemelihara Kea-
manan dalam Negeri, dan
sebagainya” dikaitkan de-
ngan tuntutan kebutuhan
masyarakatsaat ini.
Kemampuan untuk tidak
melibatkan diri pada kons-
pirasi konflik politik dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, maupun berne-
gara Indonesia, namun da-
lam hal ini Polri justru di-
harapkan dapat meredam
konflik di berbagai tingkat
lokal sehubungan dengan
keamanan bersama untuk
penegakkan “Supremasi
Hukum maupun Sipil”.
Kemampuan untuk mela-
kukan improvisasiterhadap
berbagai tindakan vyang
menggunakan kewenangan

(Bersambung ke hal. 45)
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2)

k)

Kepolisian agar tidak me-
nimbulkan ekses yang ber-
sangkutan dengan penerap-
an dan penegakkan HAM.
Kemampuan untuk dapat
menghindarkan diri dari
berbagai keadaan dan atau
kemungkinan yang dapat
mengarah pada situasidan
kondisi “Polri menjadi
Kambing Hitam” dan atau
“Polri justru dinyatakan
sebagai pemicu terjadinya
keadaanrusuh”.

Untuk upaya menanamkan
kewajiban asasi manusia kepada
berbagai pihak agar dapat
bersikap dan bertingkahlaku
melindungi serta memberikan
penghormatan kepada Institusi
maupun Aparat Polri diperlukan
berbagaikemampuan, antaralain
sebagaiberikut :

a)

Kemampuan untuk dapat
menyiapkan dan menso-
sialisasikan berbagai pe-
tunjuk teknis maupun la-
pangan tentang bagaimana
upaya mengamakan markas,
saranaprasarana, maupun
personil Polri sehubungan
denganadanya tindakan dari
pihak lain yang dapat
menghilangkan martabat,
citra dan atau keberadaan
tugas Polri sebagai Aparat

c)

Negara maupun Lembaga
unsur sistem Pemerintahan
dilndonesia.

Kemampuan untuk dapat

menyiapkan, memberda-

yakan, dan mendayagu-
nakan berbagai lembaga
masyarakatdiluar Polriguna
mengkampanyekan dan
mempromosikan berbagai
halantara lain sebagai berikut

(1) Upaya Polridalam me-
nerapkan dan mene-
gakkan HAM di ling-
kungannya.

(2) Upaya membangun
image Polri.

(3) Reposisidan redisposi-
si keberadaan Polri
dalam menyikapi pro-
ses era reformasi, khu-
susnya dalam upaya

bersama membentuk -

Civil Society maupun
dalam mewujudkan
Supremasi Hukum yang
menjadi tuntutan ma-
syarakat saatini.
Kemampuan untuk setiap
pimpinan institusi dan aparat
Polri untuk mau bersikap
tegas, terbuka, dan profe-
sional dalam melaksanakan
setiap tugas-tugasnva, se-
hingga dari peran dan ke-
beradaannya dapat terhin-
dar darimasalah, risiko, atau
dampak yang dapat rmen-
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d)

jatuhkan citra maupun ki-

nerja Polri, antara lain ke-

mampuan untuk mening-
galkan kebiasaan melakukan
tugas dengan pendekatan

“Power Oriented” (Sok Kua-

sa, Sok Kuat, dan sebagai-

nya).

Kemampuan untuk dapat

menyiapkan dan mewujud-

kan Kebijakan dan Strategi

Polriyangbernuansa “Law

Enforcement Policy” yang

dapat dijadikan dasar dan

pedoman dalam penentuan
tindakan maupun upaya:

(1) PenentuanlangkahRe-
posisi Polri sesuaiama-
natGBHN 2000-2004.

(2) Pelaksanaan tindakan
Kepolisian yang dila-
kukan berdasarkan Ko-
de Etik Profesi maupun
norma Hukum Formal.

(3) Penentuan kebijaksa-
naan dalam mengan-
tisipasi dan mempre-
diksi makna “Ancam-
an” dalam suatu per-
sepsi “Keamanan Na-
sional”.

(4) Penentuan medan atau
area kerja Polri yang
harusdilakukan sehing-
ga tidak terjerumus da-
lamsuatu keadaan yang
justrumenjadi kambing
hitam atau korban salah

e)

f).

paham dari pihak-pihak

yang bermasalah.
Kemampuan untuk mem-
berikan tekanan dan atau
pekerjaan kepada pihak
Pemerintah maupun Lem-
baga Legislatif (DPR-RIdan
DPRD) untuk dapat me-
nyiapkan dan atau mene-
rapkan berbagai ketentuan
hukum dan perundang-
undangan yang bersang-
kutan dengan materi per-
lindungan dan penghor-
matan terhadapinstitusidan
aparat Polri, maupun ke-
tentuan yang berisikan
materi yang memberikan
sanksi hukum maupun
sanksi sosial yang menje-
rakan (shock Therapy)
kepada berbagaipihak yang
melakukan perlawanan dan
atau tindakan negatif ter-
hadap institusi dan atau
aparat Polri,
Dalam hal ini setidak-
tidaknya mampu meminta
pihak legislatif (DPR-RI)
untuk meratifikasi berbagai
konvenan dari bermacam
konvensi Internasional yang
bermaterikan perlindungan
dan atau penghormatan
terhadap institusi dan aparat
penegak hukum / Kepo-
lisian.
Kemampuan untuk mela-
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asasi manusia bersangkutan
dengan keberadaanmaupun
pelaksanaan peran dan tu-
gas Polri.

j) ~Kemampuan untuk mela-
kukan tindakan dan atau si-
kap yang tegas, konsisten,
dantidak eksesif dalam me-
nyikapi tindakan-tindakan
dari berbagai pihak yang
tidak menghormatidanatau
tidak mau memperhatikan
nilai-nilai profesi, martabat
manusia, danatau keberada-
an institusi dan atau aparat
Polri.

Dari berbagai kemampuan yang
dibutuhkan tersebut di atas dapat
ditentukan bobot prioritasnya, namun
dalam_pelaksanannya harus dapat
dilakukan secara simultan dan transparan.

3. Kesimpulan
Dari kajian tersebut di atas dapat

disimpulkan sebagai berikut :

a. Prediksi dan antisipasi terhadap
penerapan maupun penegakkan Hak
Asasi Manusia di lingkungan peran
dan tugas Polri tertuju pada dua
aspek yaitu :

1) Bersangkutan dengan proses
penggunaan kewenangan kepo-
lisian yang menimbulkan tun-
tutan dan atau gugatan HAM;
dan

2) Bersangkutan dengan proses
perlindungan dan penghormatan

berbagai pihak kepada keber-
adaan institusi maupun aparat
kepolisian _dalam pelaksnaan
peran dan tugasnya.

b. Penerapandan penegakkanHak Asasi
Manusia dilingkungan peran mau-
pun tugas Polri tidak terlepas dari
tuntutan pencapaian nilai-nilai, ke-
berhasilan missi Polri-dalam men-
gemban peran dan tugasnya.

c. Berbagai norma hukum telah dite-
tapkan dalam rangka upaya mene-
rapkan dan menegakkan Hak-hak
Asasi Manusia di lingkungan peran
dan tugas Polri, namun selanjutnya
sejaumana kemampuan Polriuntuk
mewujudkan dan menindaklan-
jutinya.

d. Dalammenghadapiproses penerap-
an dan penegakkan Hak Asasi
Manusia di lingkungan peran maupun
tugas Polri diperlukan berbagai
kemampuanyang harusdibentuk agar
tidak selalu menjadisasarandan atau
korban dalam proses penerapan
maupun penegakkan Hak Asasi
manusia vang merupakan tuntutan
dankewajiban yang harus dilakukan
dalam era reformasi maupun ke-
hidupan masyarakatglobal.

4. Penutup

Demikianlah hal kajian ini disam-
paikan untuk dapat menjadi bahan
prediksi dan antisipasi kita semua dalam
proses penerapan dan penegakkan Hak
Asasi Manusia di lingkungan peran dan
tugas Polri.





